5.1.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya,

maka penulis akan mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1.

Implementasi serta pelaksanaan penarikan dan pendistribusian royalti
hak cipta lagu dan/atau musik oleh LMK dan LMKN belum dapat
terealisasi dengan baik karena masih terdapat tumpang tindih
kewenangan antara LMK dan LMKN sebagai lembaga yang berhak
menarik yang bertentangan dengan asas-asas peraturan perundang-
undangan, selain itu perlindungan terhadap hak ekonomi musisi pun
terkesan lambat karena tidak di dukung oleh penegak hukum yang
kompeten dan juga tidak ada peraturan yang secara eksplisit mengatur
mengenai prosedur penarikan royalti secara general yang membuat

kesimpangsiuran dalam penafsirannya oleh masyarakat.

Dampak positif yang diharapkan belum dapat tercapai secara optimal,
terutama disebabkan dari pelaksanaan mengenai penarikan dan
pendistribusian royalti hak cipta lagu dan/atau musik bagi musisi di
Indonesia yang belum terimplementasi dengan baik karena
ketidakseimbangan antara persebaran musisi dan pengguna komersial
dengan LMK dan LMKN. Selain itu belum dilakukannya pengelolaan
royalti secara komprehensif, karena belum ditunjang dengan sarana
teknologi informasi dan komunikasi yang memadai, transparan dan
aplikatif yakni berupa pusat data lagu dan/atau musik yang dikelola
oleh Negara dan sistem informasi yang digunakan dalam penarikan

serta pendistribusian royalti lagu yang dikelola oleh LMKN.
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5.2. Saran

Berdasarkan hasil penulisan yang telah diuraikan oleh penulis, maka

penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. LMKN hendaknya melakukan pembentukan SILM secepatnya sebagai
bentuk amanat dari PP Nomor 56 Tahun 2021. Hal ini dikarenakan
SILM memiliki peran yang cukup krusial dalam pelaksanaan PP Nomor
56/2021 dimana LMKN mendasarkan pendistribusian royalti pada
SILM tersebut.

2. Perlu mempertimbangkan tugas pembantuan kepada pemerintah daerah
melalui mekanisme Dekonsentrasi mengingat kurangnya personil LMK
dan LMKN di bandingkan dengan persebaran musisi dan pengguna
komersial di seluruh Indonesia. Sehingga perlu pertimbangan adanya
pelaksanaan yang bersifat Dekonsentrasi kepada pemerintah daerah
Provinsi untuk pelaksanaan UUHC Nomor 28 Tahun 2014 dan
perangkat peraturan pelaksanaannya terkait sosialisasi, pengawasan,
dan penegakan hukum khususnya mengenai kewajiban pembayaran
royalti bagi pengguna komersial dengan bekerjasama dengan Dinas

Pariwisata Dan Kebudayaan di setiap Provinsi.

3. Perlunya pertimbangan penambahan Pasal dalam UUHC Nomor 28
Tahun 2014 dan juga PP Nomor 56 Tahun 2021 mengenai LMKN dan
juga prosedur perhitungan royalti bagi pengguna komersial sehingga
selain terdapat kejelasan mengenai kedudukan dan pembentukan
LMKN, terdapat kejelasan bagi pengguna terkait prosedur perhitungan
dan pembayaran royalti.

4. Perlunya partisipasi masyarakat khususnya mahasiswa Fakultas Hukum
untuk turut serta mensosialisasikan terkait Hak Cipta baik kepada musisi
maupun pengguna dan memberikan bantuan hukum kepada musisi
yang kurang mendapatkan pengetahuan melalui LBH ataupun Klinik

Hukum.
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